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Abstrak
 

Manusia selama hidupnya tidak akan lepas dari adanya suatu perjanjian. Adapun perjanjian tersebut harus

dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pada zaman sekarang ini, salah satu perjanjian yang

paling sering dibuat adalah perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian tidak bernama. Pengaturan

mengenai waralaba diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang

Waralaba (PP 42/2007) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019). Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembuatan perjanjian waralaba harus mengikuti ketentuan

yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, termasuk syarat sahnya perjanjian. Namun, tidak menutup

kemungkinan bahwa pada kenyataannya terdapat kasus mengenai perjanjian waralaba yang melanggar

ketentuan KUHPerdata, PP 42/2007 dan Permendag 71/2019. Kasus tersebut seperti yang terjadi antara para

pihak dalam Putusan Nomor 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Oleh

karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan mengenai hukum perjanjian di Indonesia,

ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan usaha waralaba, serta analisis

hukum terhadap Putusan Nomor 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI

menurut Permendag 71/2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan

peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa perjanjian

waralaba yang dibuat oleh para pihak dalam perkara tersebut melanggar salah satu syarat sah perjanjian,

yaitu syarat sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan perjanjian waralaba dibuat bertentangan dengan PP

42/2007 dan Permendag 71/2019

......Humans during their lives will not be separated from the existence of an agreement. The agreement must

be made by fulfilling the legal requirements of the agreement. In this current era, one of the most frequently

made agreements is the franchise agreement which is an innominaat agreement. Regulations regarding

franchising are specifically regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising

(PP 42/2007) and Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of

Franchising (Permendag 71/2019). Although not specifically regulated in the Civil Code (KUHPerdata), the

making of a franchise agreement must follow the provisions stipulated in Book III of the Civil Code,

including the legal terms of the agreement. However, it is possible that in reality there are cases regarding

franchise agreements that violate the provisions of the Civil Code, PP 42/2007 and Permendag 71/2019.

This case is like what happened between the parties in Decision Number 546/PDT.G/2018/PN Jkt.Pst jo.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920518968&lokasi=lokal


Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI. Therefore, this research will discuss the legal provisions

regarding agreement law in Indonesia, positive legal provisions in Indonesia which regulate the

implementation of a franchise business, as well as a legal analysis of Decision Number 546/PDT.G/2018/PN

Jkt.Pst jo. Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI according to Permendag 71/2019. This research is a

normative juridical research with a statutory and case study approach. From this research it can be found

that the franchise agreement made by the parties in the case violates one of the legal terms of the agreement,

namely the terms of a lawful cause. This is because the franchise agreement was made contrary to PP

42/2007 and Permendag 71/2019


